BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINS SULAWESI UTARA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR .23 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pengelolaan AsetDesa;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4343);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679), ~



6.

10.

1.

t2.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 ten.tang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5864);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
Peraturan Menteri DaJam Negeri Republik Lndonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor | Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor53};
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2
tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ~
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

BAB/
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa
Utara.

Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan  Desa adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau selanjutnya
disebut Hukum Tua, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang  melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Hukum Tua adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelengarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Camat adalah pernimpin dan koordinator penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Sadan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21 .

22,

23.

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidu p
dan kehidupan  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan rnasyarakat
dengan meningkatkan  pengetahuan, sikap, ketrampilan.
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pedampingan yang sesuai esensio masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau
perolehan Hak lainnya yang sah.

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindah tanganan, penatau sahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
Perencanaan  adalah tahapan kegiatan secara sistematis
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik
desa

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Pemanfaatan ~ adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak
Jangsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepernilikan,
Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Pinjam pakai adalah  pemanfaatan aset Desa antara
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga
Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan.

Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
meningkatkan pendapatan Desa.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/atau  saran.a berikut fasilitasnya. kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu }
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24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

32.

33.

34.

35.

36.

tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana beriku t
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengaman kan
aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua
aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa,

Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset
Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan
kepala desa wuntuk membebaskan  Pengelolaan Barang,
Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab adrninistrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam pengguasaanny a.

Pemindahtanganan adalah pengalihan  kepemilikan aset
Desa.
Tukar menukar adalah pemindahtanganan  kepemilikan aset

Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak
lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.

Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak
lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah
pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam
BUMDesa.

. Penatausahaan  adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan

meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi
terkait dengan keadaan objektif aset Desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang
didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan
menggunakan  metode/teknis  tertentu untuk memperoleh
nilai aset Desa.

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan
asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki
oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan
asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.

Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa
dalam rangka pengamanan dan  kepastian status
kepernilikan.

Pasal 2

Jenis aset desa terdiri atas :
a. kekayaan asli desa; ~
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e.

f.

kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBDesa;

kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan
atau yang sejenis;

kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak ~ dan/atau  diperoleh berdasarkan
ketentuan undang- undang

hasil kerja sama desa; dan

kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

= ~

S0 O Ao T

tanah kas desa;

pasar desa;

pasar hewan;

tambatan perahu;

bangunan desa;

pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
pelelangan hasil pertanian.
hutan milik desa;

mata air milik desa;
pemandian umum; dan
lain-lain kekayaan asli desa.

BAB |1
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelola
Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan asas fungsional, kepastian
hukurn, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas,

dan kepastian nilai.

Pasal 4

(I) Hukurn Tua sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset
desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset

desa
(2) Hukum Tua sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, mempunyai

wewenang dan tanggung jawab

a.

b.

menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus
aset desa;

menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan  aset desa;

menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; }



)

(4i

{S)

{6}

(1)

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan
atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis
melalui musyawarah desa:

f menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
aset desa sesuai batas kewenangan; dan

g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah
dan /atau bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar
desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa,
pelelangan ikan, pelelangan basil pertanian, hutan milik desa,
mata air milik desa, pemandian urnum, dan aset lainnya milik
desa.

Dalam melaksanakan  kekuasaan  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1), Hukum Tua dapat menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

a.  Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset
desa.

Petugas/pengurus  aset desa sebagimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

Sekretaris Desa selaku pembanru pengelola aset desa
sebagimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5 huruf a,
berwenang dan bertanggungjawab

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa,

c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan  aset desa yang telah di setujui oleh
Hukum Tua;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
aset desa; dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan aset desa.

Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab

a. mengajukan rencana kebu tuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan  aset
desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan
lainnya yang sah kepada Hukum Tua;

c. rnelakukan inventarisasi aset desa;

d mengamankan dan  memelihara aset desa  yang
dikelolanya; dan

I
e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. d



Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 6

Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa.

Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
Asetdesa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan
desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
Asetdesa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset desa rneliputi :

B8 XTSRS0 Q0 0T

perencanaan;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengarnanan;
pemeliharaan
penghapusan;
pemindahtanganan;
penatau sahaan;
pelaporan;
penilaian;
pembinaan;,
pengawasan; dan
pengendalian.

Paragraf
Perencanaan
Pasal 8

Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesalJ untuk kebutuhan 6 (enam)
tahun.

Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan | (satu)
tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah
memperhatikan ketersediaan aset desayang ada.

Paragraf 2
Pengadaan
Pasal 9



(1)

Pengadaan aset desa sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7
huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, transparan dan terbuka, Dbersaing, adil/tidak
diskrirninatif dan akuntabel.

Pengadaan Dbarang/jasa  di desa diatur dengan Peraturan
Bupati dengan berpedornan pada ketentuan  peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penggunaan
Pasal JO

Penggunaan aset Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢,  ditetapkan dalarn rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Status penggunaan aset Desa ditetapkan  setiap tahun
dengan Keputusan Hukum Tua.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 11

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf
d, dapat dilaksanakan sepanjang  tidak dipergunakan
langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pernerintahan
Desa.

Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), beru pa:

a sewa

b. pinjam pakai;

c. kerjasama pernanfaatan; dan

d bangun guna serah atau bangun serah guna.
Pernanfaatan aset desa sebagimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalarn peraturan Desa.

Pasal 12

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status
kepemilikan aset desa.

Jangka waktu sewa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka

waktu, ~



{4}

()

)

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

f keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure),
dan

g persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

Pernanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan
antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya
serta Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan
untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan
bermotor.
Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh)
hari dan dapat diperpanjang
Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian
yang sekurangkurangnya memuat
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
¢. jangka waktu pinjam pakai;
d. tanggung jawab peminjarn atas biaya operasional dan
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
hak dan kewajiban para pihak;
f keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure)
dan

g

g persyaratan lain yang di anggap perlu

Pasal 14

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf c, berupa tan ah dan/atau bangunan
dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan

b. meningkatkan pendapatan desa

Kerjasama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/ atau

bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBDesa  untuk rnemenuhi biaya operasional,
pemeliharaan, dan/atau perbaikan  yang diperlukan
terhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi
objek kerjasama pemanfaatan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemiliki

kewajiban, antara lain: ~
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(4)

(2)

)

(4)

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka
waktu  pengoperasian yang telah  ditetapkan dan
pembagian keuntungan  hasil kerjasama Pemanfaatan
melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan
kerjasama pemanfaatan; dan

c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15
(lima belas} tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau

bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerjasama pemanfaatan;

¢. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. penyelesaian perselisihan:

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majure);
dan

g peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasa] 15

Ban.gun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana

dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah

dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas
bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut.

Pihak lain lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama

jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;
dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah
guna.

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

besarannya ditetapkan berdasarkan basil perhitungan tim

yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilarang

menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan

tan.ah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun

serah guna.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat {l) wajib

menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan

pelaksanaan 1|penyusunan surat perjanjian, dan konsultan

pelaksana.
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Pasal 16

() Jangka waktu bangun guna serah atau ban gun serah guna
paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat
diperpanjang.

(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah
guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih
dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala
Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun
serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui
Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan
berdasarkan  surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam
perjanjian;
penyelesaiaan perselisihan;

e. keadaan diluar kemarnpuan para pihak (force majeure);
dan

f. persyaratan Lainyang di anggap perlu,

g Bangunan dan fasilitasnyayang menjadi bagian hasil dari
pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna
harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan Bangunan (IMB)
atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 17

Pemanfaatan  melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna
serah atau bangun serah guna sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis
dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15
merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas
Desa.

Paragraf 5
Pengamanan
Pasal 19

(I) Pengamanan aset desa sebagaimana Pasal 7 huruf e, wajib
dilakukan oleh Hukum Tua dan Perangkat Desa.
(2) Pengamanan aset desa sebagimana ayat (1}, meliputi:
a. administrasi antara lain pernbukuan, inventarieasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; }

12



b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi
barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan
dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
huruf c¢ dilakukan dengan cara penyimpanan dan
perneliharaan; dan

e. pengamanan hukum antara lain dengan rnelengkapi bukti
status kepemilikan.

Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 6
Pemeliharaan
Pasal 20

Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

Biaya pemeliharaan aset desa dibe bankan pada APBDesa

Paragraf 7
Penghapusan
Pasal 21

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf gmerupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset
desa dari buku data inventaris desa.

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain

a. beralih kepemilikan;

b. pemusnahan; atau

¢. sebab lain.

Penghapusan aset desa  yang beralih  kepemilikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:

a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan
pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus
dari daftar inventaris aset milik desa.

Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan
dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja,
kursi, kompu ter;

b. dibuatkan  Berita Acara pemusnahan sebagai dasar

penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
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(5) Penghapusan  aset desa karena terjadinya sebab lain
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar.

Pasal 22

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal23

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu  dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Aset rnilik desa yang desanya dihapus sebagai dampak
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan
kepada pernerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.

(2} Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak
pembangunan  seperti waduk, uang penggantinya menjadi

milik desa.
(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
merupakan pendapatan desa  yang  penggunaannya

diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.

(4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau  digabung
dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya
dihapus menjadi milik desa yang digabung,

Paragraf 8

Pemindahtanganan

Pasal 25

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
a. tukar menukar;,
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah Desa

{2) Pemindahtanganan  aset desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya
dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. ~
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Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) huruf b, apabila:

a.

)

(2)

Aset desa tidak memiliki nila.i manfaat dan/ atau nilai
ekonornis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan temak yang
dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti pohon kelapa, rneranti,
barn bu, sapi, kam bing;

Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/ atau lelang;
Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c
antara lain meja, kursi, kornputer, mesin tik serta tanaman
tumbuhan dan ternak;

Penjualan melalui lelang sebagairnana dimaksud pada huruf
c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;

Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi
dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan

Kepala Desa tentang Penjualan;

Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e
dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan
asli desa.

Pasal 27

Penyertaan modal Pemerintah  Desa atas aset desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c,
dilakukan dalam rangka pendirian, pengem bangan dan
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (I) berupa
Tanab Kas Desa.

Paragraf 9
Penatausahaan
Pasal 28

Aset desa  yang sudah  ditetapkan  penggunaannya
sebagaimana diatur pada Pasal |0 harus diinventarisir dalarn
buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.

Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat () diatur dalam
pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. ~

Paragraf 10
Penilaian
Pasal 29
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Pemerintah  Daerah  Kabupaten  bersama  Pemerintah  Desa
melakukan  inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam
rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah
dan/atau  bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Hukum Tua tentang Penggunaan Aset Desa,
Format Berita Acara dan Keputusan Hukum Tua tentang
Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Tnventaris Aset Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2t Pasal 22, Pasal
23, ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1II
TUKAR MENUKAR
Pasal 32
Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar

menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a.  untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umurn
Pasal 33

(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tukar menukar sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan

a. tukar sesuai harga yang menguntungkan desa dengan
menggunakan  nilai wajar hasil perhitungan  tenaga
penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap
tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa
uang;

c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada
huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti
yang senilai;



(1)

(2)

(2)

3)

d tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c
diutarnakan berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah

pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan
dan/atau Desa dikecamatan  lain yang berbatasan
langsung.

Pasal 34

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:

a. Hukum Tua menyampaikan surat kepada Bupati terkait
hasil Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah
milik Desa dengan calon lokasi tanah pengganti berada
pada desa setempat;

b. Hukum Tua menyampaikan permohonan ijin kepada
Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan
permohonan ijin kepada Gubernur.

Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e

dilakukan dengan tahapan

a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data
untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang
dituangkan dalam berita acara;

b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana
dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur
sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud
huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan
dan verifikasi data:

d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar
menukar tanah milik desa.

Pasal 35

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara
materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon
pengganti tanah milik desa.

Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) dilakukan untuk mernperoleh bukti formil melalui
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak
pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Provinsi, serta pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.
Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat daJam Berita
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(D

(3)

(3)

Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau

instansi terkait lainnya.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

an tara lain !

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan
penggunaannya;dan

c. bukti  kepemilikan tanah desa yang ditukar dan
penggantinya.

Pasal 36

Gariti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat
(2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat
selisin sisa uvang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi
relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Selisth uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan
dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum
Pasal 37

Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32

huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan

nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap

memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang

wilayah (RTRW).

Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan

kawasan industri dan perumahan.

Tukar menukar sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan ketentuan

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan
besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan
desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan
tenaga penilai:

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa seternpat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah
pengganti  dapat berlokasi dalam satu kecamatan
dan/ atau desa dikecamatan lain yang berbatasan

langsung. \
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Pasal 38

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1), dengan ketent.uan sebagai berikut:

a.

b.

(1)

(2)

(4)

ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar
Tanah milik desa;

Peraturan  Desa sebagaimana  dimaksud pada huruf a
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan
persetujuan  Menteri;

sebelum Bupati rnenerbitkan ijin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian
Kabu paten;

Tim Kajian Kabupaten sebagairnana dimaksud pada huruf c
keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan  serta
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d
dengan mengikutsertakan tenaga penilai;

Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e
melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa,
menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan

hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai
bahan pertimbangan; dan

hasil  kajian  sebagaimana dimaksud  pada buruf g
disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Pasal 39

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara
materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon
pengganti tanah milik desa.
Verifikasi data sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) dilakukan untuk memperoleh  bukti formil melalui
pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah
Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak
pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,
aparat Kecamatan. Pemerintah  Daerah Kabupaten dan
Provinsi, serta pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.
Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak
dan/ atau instansi terkait lainnya.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
antara lain !
a. hasil musyawarah desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan
penggunaannya;dan
c. bukti kepemilillan tanah desa yang ditukar dan
penggantinya.
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(5) Berita Acara sebagaiman.a dimaksud pada ayat (4) sebagai
dasar dan pertimbangan Gubemur untuk menerbitkan ijin
dan selanjutnya disampaikan kepada  Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 40

() Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa
tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah
pihak lain dan/ atau tanah milik desa yang didalamnya
terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke
lokasi desa setempat.
(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dalam rangka meningkatkan  efektifitas
pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan
a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai
dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai
WSlJar,

b. ditetapkan dengan  Peraturan Desa tentang  tukar
men ukar tanah milik desa; dan

c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a,
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal41

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33,
Pasal 38, dan Pasal 40 dihapus dari daftar inventaris aset Desa
dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal42

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan
penyelesaiaan  sertifikat tan.ah desa pengganti sebagaimana

dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 40 dibebankan
kepada pihak pemohon.

BAB[V
PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN

Pasal43

(Il  Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
aset desa;
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(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada
Camat.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset
desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
Pengelolaan  aset desa  khususnya yang terkait dengan
pemanfaatan  dan pemindahtanganan yang sudah berjalan

dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan
Bupati rm, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB \tll
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasaldob

(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala
lokal Desa yang ada di Desa dapat  dihibahkan
kepernilikannya kepada Desa

(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah
Kabu paten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah
digunakan untuk fasilitas umum.

(3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pernerintah Daerah
berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset
Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTU AN PENUTUP
Pasal47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ~
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Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan  Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~

Ditetapkan di Airmadidi
Pada Tanggal 3JANUAF<I  20.19
NO PE,JABAT PENGEI,01A PARAF
I l‘ﬁepale} Seks i Adrninistrasi BU PATI MlNAHASA UTARA
femcrimahan Des a
L 2: J.~epala Bidang Pemerimm~~-—-D_e sa _'"J_:,
J | Sekretaris Dinas Sosial aerta
la Pemberdayaan .vlasyarakat clan Oegsa
}/'__'__‘N ______
i 1t Kepala Dlnas Sosi ..l Sert a
4 Pemberclayaan Masyarakat dan Desa
|'s ! |-
Pit Kepala 63aia_n_Hu.k_\'m 1 - 0 i
6 Asisten Pemermrnhan dan !
,~Ke~s~hteraan Rl ra, t f. j i |
f 7 r Sekretaris Daerah Kabuparen !

8§ . Wakil Bupati Minahasa ltara

9. Bupati Min ahaaa Utan, untuk lillirLlL (

— ——— ="=ga"ni~

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 3, JANt..1API 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

——— —
-

JEMMY HENGKY KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 2-3
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 23'  TAHUN 2019

TANGGAL 7 JA}-1IAR-| 2019

TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Hukum Tua tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa,
Format Berita Acara dan Keputusan Hukum Tua tentang Penghaspusan Aset Desa,
dan Format Buku Inventaris Desa

I. FORMAT KEPUTUSAN HUKUM TUA TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGGUNAANASET DESA

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Alamat:

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

HUKUM TUA DESA

Menimbang a. bahwa  penggunaan Aset Desa  dugunakan dalam  rangka
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Hukum Tua tentang Status
Penggunaan Aset Desa.

Mengingat . Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014  Tentang  Desa
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5539);

3. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumbcr dari Anggaran Pendapat:an dan Belanja Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah deugan Pcraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Peru bahan Atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; ~
f



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

~LIMA

Tembusan Yth:

Bupati Minahasa Utara;

Wakil Bupati Minahasa Utara;

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Minahasa Utara;

Kepala Dinas Sosial serta Pernberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Vtara;

Camat

©oNOO A WN ~

Arsip,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa;

7. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan  Perat uran Daerah Kabupaten Minahasa
Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Aset desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan
perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalarn rangka mendukung
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa Sebagimana
terlampir.

Larnpiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan bahan untuk
dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa.

Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan  Keputusan mi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa (APBDesa)
............. Kccamatan Kabupalen Minahasa Utara Tahun

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kckeliruan dalam Keputusan ini
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, }

Diteta pkan di
Pada Tanggal

HUKUM TUA DESA

Ketua Badan Permusvawaratan Desa
Yang Bersangkutan



AFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

- - - - LI L ._-“T“ -----
|
‘ . Asal Usul Barang
! Jenis Kod
' NO. aran ode N N | Perolehan KET.
g Barang ~~~
’ Lain Yang Sah
[ S ——— ————— 6 _——7—
5
—t
' m'n'n |
|
i
r-- -, ———— - ————— — -
S _
Mengetahui:
Hukum Tua Desa . Desa , tgl :

Petugas/Pengurus Harang Milik Desa

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Petunjuk Pengisian:

Kolom | diisi dengan nornor secara berurut

Kolorn 2 diisi dengan tanggaljenis barang

Kolom 3 diisi dengan nornor kode barang

Kolom 4 diisi dengan asaJ usul barang berdasarkan sumber perolchan/pembelian/
pengadaan dari Aset/ Kekayaan Asli Desa

Kolom 5 diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pernbelian/
pengadaan dari APBDesa

Kolom 6 diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/
pengadaan dari Perolehan Lain Yang Sah

Kolom 7 diisi dengan keterangan Jain jika diperlukan

Setelah diisi seluruhnua maka pada

- kanan baurah diisi dengati tanggal pencatatun dari tandatangan. Petuqas/Penqurus Harang Milik:
Deso

- kiri bauiah diketahui oleh Kepala Deso



1L FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Alamat:
BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA
NOMOR
TAI-TUN
Pada hari ini Tanggal bulan tahun

kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah
melakukan pengecekan/penelitian atas Aset Desa berupa

Adapun hasil  pengecekan/penelitian atas aset  tersebut semua/
sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan
untuk kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan desa, sedangkan manfaat
pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan.
Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset
Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan |
kepada  Hukurn Tua Desa (Nama Desa] untuk dipergunakan d
sebagaimana mestinya.

Desa , tgl :
SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan  dibawah ini :
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa Pengelola/ Pengurus
Aset Desa,



(T, FORMAT KEPUTUSAN HUKUM TUA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Alamat:

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

HUKUM TUA DESA

bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak
efesien lagi penggunaannva kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan  desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Desa
Pemerintah Desa ;

bahwa wuntuk maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Hukum. Tua Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan Belanja Negara
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah derigan Peraturan Pemerintah  Nornor
22 Tahun 2015 tent.ang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Relanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 201.5 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694/,

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Minaha.sa Utara Nomor 3 Tahun
20 15 tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa:

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor ... Tahun 2018 rentang
Peraturan Pelaksanaan Perat.uran Daerah Kabupaten Minahasa
Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.



Mernperhatikan

Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETCGA

KELIMA

Tembusan Yth :

Carnat

VXN AN =

Arsip.

Yang Bersangkutan

Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa
.................... Nomor : Tahun

MEMUTUSKAN

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku

Inventaris Desa Pemerintah Desa ... ...... yang beralih kepernilikan,
musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah
Desa...... ......... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran

Keputusan ini.

Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan ba.han unruk

dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan tni
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
............. Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara Tahun

Keputusan ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan clan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Ini
maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. ~

Ditetapkan di
Pada Tanggal

HUKUM TUA DESA

Bupau Minahasa Utara;

Wakil Bupati Minahasa Utara;

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

Asisien Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Minahasa Utara;

Kepala Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Utara;

)

Ketua Badan Permusyawaratan Desa



DAF'TAR ASET DESA YANG DIHAPUS

[}
Jenis lu~ya~ya , ———- As~\[l~-f friar _19-_--—_-_--_---_T ah UH—-N-”,“,-
NO. . L
Barang Harang | Kekayaan APBDesa |  Perolehan Perolehan/
| £ Asli Desa | Lain Ya6ngSah - Pembelian
o e - 3 fm—————tee——— -r— 0= o —— A e

2 s 0 5 A AR

Mengetahui:
Hukum Tua Desa : Desa , tgl .
Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

' roren
TR AT RN Rk

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom2 diisi dengan jenis barang

Koiom3 diisi dengan banyaknyajumlah barang

Kolom4 diisi dengan asal usul barang bcrdasarkan Aset/Kekayaan Asli Desa
Kolom5 diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDcsa

Kolorn 6 diisi dengan asal usul barang berdasarkan Perolehan Lain Yang Sah
Kolom7 diisi dengan tahun perolehan/ pernbelian

Kolom8 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

Setelah diisi seluruhnpa maim pada :

- kanan batuah diisi denqari tanggal pencatatan dan tandatungan Petugas/Penqurus Barang Milik:
Desa

kiri batuali dikeiahuioleh.Kepala Desa



DE.SA
PEMERINTAIl DESA
TAHUN

Asal Usui Barang

Tahun
Jeni Identitas
No Jenis Kode AR N\set/ Peroleh.an/ Ket.
Barang Yirnin .
Dt'-Sa ' ' . Peru be lian
Sah Asli Desa
1 7
t'~.s-!
Asel Desa

Perunjuk t'sllgislan

KO<k Lokasi !)j-sa dus: !!(ngan wurutan Dcsa pada Provinsi, ktbupater/ kota, Kee.
i~ lt'nil;le  -.1ml), secara berurut

ltilon< ~ I, dengdy :Gil~ baraug

Kolorn ~ ¢J'.i thil—rH nllnnr xode b~rang

~uiull, .. L. Mtn~A1, ., rk,'~YI-t/ ukuran , dar seoagainva

Koiom : iiisi dfngnn -]l usu! barang bcrdasarkan APBDt' -a

=lorn I (;,ii dengart,.ti usul barang len.in~><1rk:in Perolei u: Lain Yallg Sah

inlorn 7 diisi :kngan |, nm perolehan Zpemb-ritan barang

Setef(lii diisn .u-1Inllltriio nu~a pada :
kanau bauiul: diiri dutym1 {mygal pencatatan dan tunduisnqan Petugas/ Penqurus Harang Milik
Dr:eS(;
kiri baum]. /ikrirollw  nleh Sekretaris Desa Sduku Pembanu Penqelota Harang Milik: Desa

IN~UTARA

"y o

(01 12~/



V.  FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

8UKU TNVENTARIS ASET DESA

PEMERINTAH DESA

TA.HUN
Kode Lokasi Desa :
Asal Usul Barang
ST T Tahun
"Terri Identit
NO. nm Rareng  Baane  App Felehan . Aset - Perolchan/ o
Desa Lain Yg Kekgyaan Pembelian
Sall Asli Desa
2 3 4 5 6 8 9
Mengetahui :
Desa , tgl
SEKREVJ'ARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Pengelola/ Pengurus
Aser Desa

Petunjuk  Pengisian

Kodc Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaterr/Kota, Kee.

Kolom 1
Kolom?2
Kolom 3
Kolom 4
Kolorn 5
Kolom6
Kolom 7
Kolom 8

diisi dengan nomor secara berurut
diisi clengan jenis barang
diisi dengan nomor kode barang

cliisi dengan merk/type/ukuran/dan sebagainya

diisi dengan tahun perolehan/pembelian barang

Setelah. diisi seluruhnya makapada:

diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa
diisi dcngan asal usuJ barang bcrdasarkan Perolehan Lain Yang Sah

diisi dengan keterangan lain yang dianggap pen ting

kanan baiuan diisi dengan tanqqal pencatatari dart tandaianqgan Petugas/ Penqurus Rarang Milik

Desa

kiri bauiah diketahui oleh Sekretaris Desa Setaku Petnbantu Pengelolu Barang Milik Desa

NO
v Kepala Seks| Administras:

Pemerinrahan Desa .. RN ) S/ L
2 Kepala Bidang Pernermtahan Desa

3

1 PltKepala Dinas Sosial Serra
Pembe!'dayaan \fas, arakardan Desa

T

Pit Kepala Bagian Hukum

. Assisten Pemerintahan -dari- .-

- -

|

i1

Ke_s~~leraan~"
Sekretaris Daerah Kabupaten [

RS —_——————

[ 8- Wald! Bupati Minahas~ Utara !
Dc-nian Honmju *

9 Bupati Minahasa Utara "< lewls,

———— e e —— (it

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN



